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SAMBUTAN KEPALA
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku " Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Peraturan
Pelaksana (selanjutnya disebut UU Wakaf)" ini dapat terselesaikan
dengan baik.

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung
(supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR R,
sebagaimana diatur dalam Pasa f!" at (2) Und @ ndang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permus ~FDewai\\ Pérwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dap rﬂf 11an Rakya oTa \‘ telah diubah beberapa
kali terakhir den ndang Nomor 13 Ta (ﬁ’r' 9 kungan keahlian
diberikan oleh B3 - , 3. an meliputi pelaksanaan tiga fu ? * HR RI, yakni fungsi
legislasi, fungsi £ f¥an dan fungsi pengawasan. Dukungan tecge ~\ {dilaksanakan oleh
lima Pusat se j]’r diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor tun 2020 tentang

g

Tata Tertib. gka mendukung fung51 pengawasan DPR R \\;* usnya dalam
pengawasa aan und uan dan peminjaman undang-
undang, Ba v ian me ‘ anan Ung .. ] %- ang telah
menyusun UU Wakaf berlkut informasi terkait sudah¢diliisdnakan atau
belum ama & ntukan peraturan pelaksananya oleh Pemerintak

ini dapat memberikan  manfaat bagi seaig
khususnya a DPR RI dalam pelaksanaan tugas da
kami sampa “ a kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

’r) pembacanya,
a. Akhir kata,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP. 19650710 199003 1 007



KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat
Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan
juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan
politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan
DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap
undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI memberikan dukunggn-seahlian kepada DPR RI dalam menjalankan

fungsi pengawasan tersebu ginventarisir Putusan-Putusan
.gﬂ" Ay dalam undang-undang

Mahkamah Konstitusi 2 pteny takan

UU Wakaf san untuk menciptakan t
wakaf guna m arta benda wakaf. Dokumen ini
undang-unda mg tubuh undang-undang, daftar peratura

dapat membegiken informasi hukum kepada masyarakat pada umuninyad.

Plty Kepala Pusat
Pemantauan Pel Wangﬂndang.
-

Novianto Murti Hantoro
NIP. 197111\11199603 1001
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

UU No. 41 Tahun 2004

No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan

1. | Pasal 14 ayat (2) | Peraturan Pemerintah Nomor 42 Diubah dengan :
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan
Undang-‘;lvncli(arflg Nomor 41 Tahun 2004 Pemerintah Nomor
tentang Waka 25 Tahun 2018

tentang Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf

Pasal 21 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf

Diubah dengan :

Peraturan
Pemerintah Nomor
25 Tahun 2018
tentang Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf

Pasal 31

Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf

Diubah dengan :

Peraturan
Pemerintah Nomor
25 Tahun 2018
tentang Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf

Pasal 39

Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf

Diubah dengan :

Peraturan
Pemerintah Nomor
25 Tahun 2018




tentang Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 41 Tahun

2004 Tentang Wakaf
5. | Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Diubah dengan :
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 .
Wakaf Pemerintah Nomor
tentang Waka 25 Tahun 2018

tentang Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang

Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf
6. | Pasal 55 ayat (3) | Peraturan Badan Wakaf Indonesia
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Wakaf
Indonesia
7. | Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Diubah dengan :
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pemerintah Nomor
tentang Wakat 25 Tahun 2018

tentang Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang

Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf
8. | Pasal 68 ayat (3) | Peraturan Pemerintah Nomor 42 Diubah dengan :
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pemerintah Nomor
tentang Wakaf 25 Tahun 2018

tentang Perubahan
atas Peraturan
Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor 41 Tahun
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‘ 2004 Tentang Wakaf |




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa lembaga wakaf sebag -//_, n yang memiliki potensi dan
manfaat ekonomi perlu '[ ;ﬂ( fisic ntuk kepentingan ibadah
\‘

dan untuk mema]u 1 ,_, ..!.- 2 n umum; ﬂ
bahwa wakaf 4; \- sfbuatan hukum yang telal) laprahidupydan dilaksanakan
dalam masyar »'«4 pengaturannya belum lengkap se ?v\.‘ ih tersebar dalam

berbagai pe ..- rundang undangan;
bahwa beyd3 ; pertimbangan sebagaimana dimaksud pa ‘Ii' dan huruf b,

dipandang \ embentuk Undang-Undang tentang Wakaf;
Mengingat } Pdsdl’5 ayat (1@“1 33 Uang Dasar

Negara Re -ﬂ /7o nesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama ‘ “
9 PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDO

dan

“ﬂ*‘“ﬁ\‘b"

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan
dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
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4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola
dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau
manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang
diwakafkan oleh Wakif.

6. Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat
berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan
perwakafan di Indonesia.

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas

Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yas f;‘ paihg {3-» 'Q&i.-)iﬂ dang agama.
4
BAB II
,”: DASAR-DASAR WAKAF

Umum

Wakaf sah %a flaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang K kan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bértujnan-sne

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum

Bagian Ketiga
Unsur Wakaf
Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

a. Wakif;
b. Nazhir;
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | 10
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c. Harta Benda Wakaf;
d. Ikrar Wakaf;
e. peruntukan harta benda wakaf;
f. jangka waktu wakaf.
Bagian Keempat
Wakif
Pasal 7
Wakif meliputi :

b. organisasi;
c. badan hukum.

0 Pasal 8

(1) Wakif pe )og (gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 1
melakuka \ gf pabila memenuhi persyaratan : \

%‘QM D ey [ e SRR

b. berak
C. tida ang melakukan perbuatan hukum; dan
\

a. perseorangan; ﬁ%%%t ’

a. dewsa

d. pe rtabendawakaf ” 4

(2) Wakif q - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hure b, h3 anya dapat
melaku , abila memenuhi ketentuan,organisasi u afkan harta
benda prganisasi, sesuai dengan anggaran ‘@asgt/ferganisasi yang
bersangk

uf c,hanya dapat
uk mewakafkan
- asar badan hukum

(3) Wakif badawp--hul ) sébagaimana_dimaksud dalam Pa
melakukan ‘ﬁ-n: Nila i ,

harta benda wakag

Bagian Kelim

Nazhir

Pasal 9
Nazhir meliputi :
a. perseorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.
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Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi
Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

warga negara Indonesia;

beragama Islam;

dewasa;

amanabh;

mampu secara jasmani dan rohani; dan

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

™ e ae T

(2) Organisasi sebagaimana d1 y da a huruf b hanya dapat menjadi

Nazhir apabila memenu ’ ; w
a. pengurus orgam ’Ci"b ersangkuta me

perseorangas .lm mana dimaksud pada ayat(
d"'? gerak di bidang sosial, pen

persyaratan nazhir

b. organisasi -.' kemasyarakatan,

\

dan/ata T2 an I[slam.
(3) Badan huk ‘ ; aimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf @ pat menjadi
Nazhir ap ’u‘ﬂ' enuhi persyaratan : W
a. peng an huk

menuh1 ,
dimak da ayat i

sebagalm
’ Indonesia yang dibentuk sesuai dengan perat

persé

b. bad
unda .r%

C. bad q

” Pasal 11
Nazhir mempun

A Y >
nglhara »\

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

g berlaku; dan
yang bersangkutan bergerak di bidang
dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat
menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh
pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
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Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus
terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal
10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.!

Bagian Keenam

Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf hanya d » “‘*‘n i v dan dikuasai oleh Wakif

secara sah. ﬁ ’ ‘
[~
<>

(1) Harta benda
a. benda l;” dan

(2) Benda tif . ak seba M(n huruf-a g
a. hak h sesuai gan ke n perattitan perundd “ ‘

Pasal 16

berla yiang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bang .\, ( du bagian bangunan yang berdiri di atas ﬁ agaimana

dima3 \ uruf a;
c. tanamma Q‘ da lain yang berkaitan dengan tanah;

d. hak g |9atuan rumah susun sesuai dengan<kej W"M peraturan
yang berlaku;
k lain sesuai

perun
e. benda -
perundan

(3) Benda bergerak

dengan ketentira

surat berharga;

hak atas kekayaan intelektual;

a
b

C

d. kendaraan;
e

f. haksewa; dan
8

benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf
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Bagian Ketujuh
Ikrar Wakaf
Pasal 17

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau
tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat men RAD ks Q ara lisan atau tidak dapat hadir

dalam pelaksanaan ikrar ’ ﬂ * kan oleh hukum, Wakif
dapat menunjuk kuasap ﬂ ﬁ kuasa yangd ! erkatakdleh 2 (dua) orang saksi.

0 Pasal 19 r
Untuk dapat nj 4makan ikrar wakaf, wakif atau kuasa
dan/atau bu 7 1kan atas harta benda wakaf kepada PPAIY ?

Saksi dala % af harus !menuh! iaratan .

beraga
berakal gel

erahkan surat
oy
V

a0 oo

c. data dan Keterangan harta benda wakafy
d. peruntukan harta benda wakaf;
e. jangka waktu wakaf.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.z

Z Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | 14
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Bagian Kedelapan
Peruntukan Harta Benda Wakaf
Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat
diperuntukan bagi :

sarana dan kegiatan ibadah;

sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
kemajuan dan peningkatan ekonomjusgat; dan/atau

kemajuan kesejahteraan i F‘ ”ﬁ

Ua

/n/!-’/-;g .@‘ib al b
# e J

© oo oo

grtentangan dengan syariah dan

A

peraturan perundan ;ﬂ-‘

[~ 1
\é”: Pasal 23

(1) Penetapan pe &1’ harta benda wakaf sebagaimana &
dilakukan gfle "}5;‘ pada pelaksanaan ikrar wakaf. \
(2) Dalam ha &'. giE=tidak menetapkan peruntukan harta bend

menetapKay tukan ha wa ilakukan sésus
dan fungs \ ﬁ ‘
\"’ Bagian Kesembilan ‘ Q
\ 0 Wakaf dengan Wasiat

9 Pasal 24

N

N s

Y

o~

A

Harta benda“wakaf yang d ‘ 2 k w a atu pertiga)
dari jumlah harta warisan setelah dikurangiWengan utang pewasiat, Kecuali dengan
persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang
bersangkutan meninggal dunia.

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa
wakif.

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-
Undang ini.
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Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas
permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima
wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh
Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

ﬂ/ﬂ'ﬂ 2N

Wakif dapat mewaka r. V’V 3*- gerak beru ’ alui lembaga keuangan
syariah yang d1tu n .‘Lv er1

Pasal 29
(1) Wakaf be ﬂﬂ” berupa uang sebagaimana dimaksud dg

dilaksana ) ’@- akif dengan pernyataan kehendak Wakif yapg v
tertulis.
(2) Wakaf L QQ’ erak be@msud pada 2
dlterblt bentuk sertifikat wakaf uang.
(3) Sertlflk @ ng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dite @1 .fa
dlsamp embaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhijr

penyera nda wakaf.

..,,\\Q,

Lembaga keuangaq

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.3

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf
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Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang
berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33
Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW
menyerahkan :

a. salinan akta ikrar wakaf;

b. surat-surat dan/atau bukti- bukt1 k d kumen terkait lainnya.

ﬁ ﬂ’o asal ‘ ,

Instansi yang ber \ ,;ﬂlu, rbitkan bukti pendaftaran ta r‘ Fvakaf.

Pasal 35
Bukti pend arta benda wakaf sebagaimana dimaksw

dlsampalka o ?' IW kepa‘

Pasal 36

Dalam hal \.06 da wakaf ditukar atau dlubah peruntuka @ ;@

o~

PPAIW mepd \'
Indonesia .' u- o Anda wakaf yang ditukar atau diubah pef

{9

wakaf yang telah terdaftar

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta
benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf
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BAB1V
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :
dijadikan jaminan;
disita;
dihibahkan;
dijual;

d%wariskan; ﬂ/ 44 t ’

ditukar; atau

I

dialihkan dalam bent{ik -:;1';7 hermT hak lainnyat

l

Pasal 41
(1) Ketentua & ,‘ﬁ ana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dik
benda wa )

v pabila harta

;- g telah diwakafkan digunakan untuk kepe #’g A umum sesuai
arkan ke ‘J peraturan

dengan \ umum
perundar \\ ppan yang betrlaku da ertentdigan deng

(2) Pelaksa . tuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) han - Apat dllakukan

setelah ‘ o oleh 'izin tertulis dari Menteri atas perset Badan Wakaf
Indones /

(3) Harta b ﬁ yang sudah diubah statusnya karena 8%"" n-pengecualian
sebagal d pada ayat (1) wajib ditukar dengan enda yang
manfaat d @ r sekurangkurangnya sama @ arta benda wakaf
semula.

(4) Ketentuan meng
pada ayat (1), §

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43
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(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada
ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang
melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis
dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksgs ﬂ v//% ﬁ‘i\ apat diberikan apabila harta
benda wakaf ternya . {?’ a,';a guna ~$- engan peruntukan yang
dinyatakan dala ,ﬂpv raka)

Pasal 45

(1) Dalam meg ﬂ/’. n mengembangkan harta benda wakaf,
dan dlgan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangk
a. meniy ,;- ia bagi Na
b. bub S ubarkaMturan 7
ﬂ ntuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan huk m
atas ) “ n sendiri;

akan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melafy ,} etentuan

i é?% enan

pengelolaan dan pengembangan harta

dengay peraturan perundang-undangan yang

e. dijatu “Q
hukum

(2) Pemberhentig

dilaksanakan ole

dilakukan demgan tetap

karena \pemberhentian-<dan pen
g‘l etapkan dan

———a
mem‘*n R

fungsi wakaf.

gjuan serta

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.5

5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf
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BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA
Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk
Badan Wakaf Indonesia.
(2) Badan Wakaf Indonesia merupa ga IEIependen dalam melaksanakan

tugasnya. ﬂ ﬂ/ /

’o asal 48 ‘

Badan Wakaf Indg \Jﬂ/’r gtkedudukan di ibukota Negara
dan dapat memb W !; akilan di Provinsi dan/ atau Kabuj

kebutuhan. ’
Qﬂ Pasal 49

CEsatHig publik Indonesia

ota sesuai dengan

(1) Badan & ne51a g: f: “
a. melg / egmbinaan terhadap Nazhir dalam mengelola da ‘ bangkan
hart Q Makaf;
b ngelolaan dan pengembangan harta benda wa isKala nasional

/i)

C. mem ¢
harta B

d. membe i~3
membert

f. memberikansa

kebijakan di bik
(2) Dalam ‘melaksanaka @a limaksud pada Ayat (1) Batlan Wakaf

Indonesid dapat beke Erg ‘(ﬂ@w ‘ ah baik Pusat_maupun

Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, Badan internasional, dan pihak lain yang
dipandang perlu.

alpm penyusunan

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf
Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama
Indonesia.

Bagian Kedua
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Organisasi
Pasal 51

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana
tugas Badan Wakaf Indonesia.

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur
pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Per v b 3 Ba n, Wakaf Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 /u --—r. j1 .ﬂjnu- i 0leh 1 (satu) orang Ketua dan 2
(dua) orang Wakil Ke -r‘ -a i.m,- da®i dan Q ota

(2) Susunan keangg 3 *ﬁ -masing Badan Pe aks .‘i Ppewan Pertimbangan
Badan Wakaf (¢ ,‘9' ebagaimana dimaksud pada‘aya d ’ tapkan oleh para

anggota. e \\

Bagian Ketiga

g0,

Jumlah anggef¥ =<. gan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 2
dan paling ' tiga puluh) orang yang berasal dari unsur ma

4 Pasal 54 ”

(1) Untuk da “ | enjadi anggota Badan Wakaf Indomne
harus mem \.“ atan : “/
Nbfsia; 7)

warga neg ‘
beragama Isla —
dewasa;

dimangan; '
o NSNS B L

tidak terhalang melakukan perbuatan hikum;
memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang
perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan

@ ™o o0 oD

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai
persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh
Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat
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Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 55

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian
anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan
Badan Wakaf Indonesia.6

P al 56

Keanggotaan Badan Wakaf, ‘ ‘ ii a\ jabatan selama 3 (tiga)
tahun dan dapat diangk ’ W"‘T- ok 1 (satu) ‘ batan.

0 Pasal 57 ‘t

pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Ihg

(1) Untuk perte

% ia diusulkan
*

kepada Preg ﬁ h Menteri. \

(2) Pengusujan\y ngkatan af Indone 1a e P2 a Presiden
untuk se A dilaksa esia. *

(3) Ketent nal tata cara pemilihan calon keanggotaan Badén \ b f Indonesia

| III esia, yang
)

sebagaiy \ aksud pada ‘ayat (2) diatur oleh Badan Waka
pelaksa buka untuk umum:. ﬁ/

0 Pasal 58 ”

Keanggotaan B : day 1 Indonesia yang berhenti sebelu 4 Aﬂ\- asa jabatan

diatur oleh Badan

u} ii: dlonesia.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu
biaya operasional.

6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
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Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata
cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf
Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban

ﬂ/ﬂ'z 0%\
(1) Pertanggungjawabag ugas Bada

‘ n,,‘, .‘}
‘ g2 1t oleh Lembaga audit

idonesia dilakukan melalui
dan disampaikan

\
|=;-a.|$v
\\

agalmana dimaksud pada ayat

laporan tahunan

kepada Mente ﬂ”

(2) Laporan ta
masyarakd

iz
G o~

% PENYELESAIAN SENGKETA

\ 04 Pasal 62
Q

kan kepada

(1) Penyelesa gketa perwakafan ditempuh melalui musy k mencapai
mufakat.

S
A J
ey k«ﬂ‘

Pasal 63

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf
untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri
mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama
Indonesia.

Pasal 64
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Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja
sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang
dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan
Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65
diatur dengan Peraturan Pemerl

/
W
' ﬂ %3 BAB IX
‘6\4‘;’@. N PIDANA DAN SANKSI AD
gq’ Bagian Pertama

é?’ Sy

(1) Setiap RN é ng dengan sengaja -menjaminkan, men ] menjual,
mewarl méngalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya .,i (a benda wakaf
yang te an sebagaimana dimaksud dalam Pa ”l atau tanpa izin
menukar wakaf yang telah diwakafkan sebaga aksud dalam

/:
Pasal 41, m ; gan pidana penjara paling lama li .=¢!~ dan/atau
pidana dendapatiggbgnyak Rp 500.000. 000 00 (lima raty i ,- piah).

(2) Setiap orang g.denfan se da wakaf tanpa
izin sebagaimanaéi mpidana penjara paling
ak_Rp_400.600.000,00

atas hasil

pengelolaan dan pengembangan harta Ybenda wakaf meleblhl jumlah yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
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Pasal 68

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak
didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi
lembaga keuangan syariah;

c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrativ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ﬂ/ 17 diat @ raturan Pemerintah.8

ﬁ =S  BABX
o

’: ETENTUAN PERALIHA

'}0 Pasal 69

(1) Dengan /eniekn ya Unda ang dilakuk
ketentus Q¢ an per ng- u sebel

Undan q i, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undaf f
(2) Wakaf s -\\Q,; na dimaksud' pada ayat (1) wajib ‘didaftar

paling l tahun sejak Undang-Undang ini diundangkg * l

i""
0 Pasal 70

Semua perat g-undangan yang mengatur @ di perwakafan masih
tetap berlaku s ak bertentangan dan/atau bel dengan peraturan
yang baru berda TP

an berdasarkan
@‘b ngkannya
P dang ini.

2) umumkan

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
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pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARI rﬁ
REPUBLIK INDON

” 2 A MAHENDRA

PROF. DR. YU
LEMBARAN tA REPUBNNOMOR

Salinan ses { n aslinya
Deputi Sek ﬁ‘.\ ﬂ' inet
U '. Cid

Bidang Hu

Perundang- ) -.
ttd
Lambock V. Nah
PRESID

REPUBLIK IND
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LAMPIRAN I
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF
I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain
adalah memajukan kese]ahteraan (U atuk gmencapai tujuan tersebut, perlu
menggali dan mengembangka ’ /%: g Vﬁ».#« alam pranata keagamaan yang
memiliki manfaat ekonona

Salah satu lang ﬁ'-~ﬁ» untuk menlngkatka aan umum, perlu
meningkatkan pe ebagal pranata keagamaa \ hanya bertujuan
menyediakan be na ibadah dan sosial, tetapi juga ﬁ]\i ekuatan ekonomi
yang berpoten ﬁ p 1a1n untuk memajukan kesejahteraan uymd "ﬂﬁ ingga perlu
dikembangka o S1ha - jaatannya sesuai dengan prinsip syariah. \\*

Praktik Mg ng terjadi asyarakat ‘be n epenuhnya
berjalan te % p efisien S hart ) akaf tidak
terpehhara " dana mestlnya terlantar atau berallh ke tangan u“x“ etiga dengan

ikelalaian atau

% nda wakaf
a

cara melayxa Um. Keadaan' demikian itu, tidak "hanya ka ﬁ
*/
ami status

ketldakma dahir dalam mengelola-dan mengembangka

tetapi karema \v, dp masyarakat yang kurang peduli atau b
harta benda'w ¢ gl seharusnya dilindungi demi untuk kes
than hukum dalam

dengan tu]ua .l peruntukan wakaf. 0
Berdasarkan-pertimbahgan di atas dan untuk memenuhi/ke
rangka pemban i g tentang Wakaf.
Pada dasarnya ketentue gsﬁn ah dan peraturan
embalidalam U ang ini, namun,terdapat
‘&ﬁ' seba al berikut :

pula berbagai pokok pehga ” fan yang :
1. Untu i ) -‘M 1 A afgunameh d

menciptakan e gi harta
benda wakaf, Undang-Undang ini \nen€gaskan bahwa perbuatan hukum wakaf
wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta
diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan
harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli
yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum
kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan
masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas
pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-
Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan Sebagian kekayaannya berupa harta

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | 27
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam
mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda
bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat
mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan
Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang
keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.
Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga
Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan
uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda Wak mat mata untuk kepentingan sarana

/P .Q-ﬁa

ibadah dan sosial tetap f}f/ digta memajukan kesejahteraan umum
peten Sdan ma E ohomi harta benda wakaf. Hal

dengan cara mew
()

itu memungk '.uﬁ\ aan harta benda wdkafNlapa memasuki wilayah

kegiatan e 91\ ormpidatath arti luas sepanjang pengeéle a ps6but sesuai dengan

pr1n51p 1 “; dan ekonomi Syariah.

4. Untuk p kan harta benda wakaf dari campur tangan sm ketiga yang
merug - ntmgan wakaf, perlu meningkatkan ke profesional
Nazhjf

5. Undang f’ g ini ]@‘w % esia yang
dap nyal perwakilan di daerah sesuai dengan kel Pu an. Badan
tersg » pakan lembaga independen’ yang melaksan gas, di bidang
per ﬁ elakukan

nasional dan

ang melakukan —pembinaan terhadap */ »
6- pengembangan harta benda wakaf il

penge ~.v \
intert

harta K‘l s Raf, dan memberikan saran da
Pemerintts h-ix,“ ¢nyusunan kebijakan di bidang

=

dan status

mberlkan persetujuan atas perubahan
-‘M-g gan kepada
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LAMPIRAN II
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

IL PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 ﬂ
Cukup jelas l’
Ve

Pasal 4 :
Cukup jelg ”g’
7

Pasal 5

%05

Pasal 6 ”(
Cukup “’
Pasal 7 \.\0

Yang dim

perseorangan, organisasi da @ hadanTukum adalah

-

perseorangas .«Q\‘ egara Indonesia atau %' asing, organisasi
Wt : 4,

Indonesia atay Oreanisasi dmé&Indonesia atau badan

hukum asing.

S <

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah
perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia.

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
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Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftara

ﬁ .
Nazhir yang sudah -"’ ﬂ-i” @
Ayat (2) ﬂ ” S—

Cukup j ]e

aﬂ- proaktif untuk mendaftar para

Pasal 15

Cukup jel3 0 v'
Pasal 16 QQO; a‘ﬁ f

Ayat (1

o ¢
g,

Cukuprje
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Hurufe

Cukup jelas
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Huruf f
Cukup jelas
Huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan
yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas ﬂ 444 t ’

Pasal 19 ﬂl: ‘\
\ N
Penyerahan sji '”3 #¥apratau dokumen kepemilikan atasha) \»;‘ benda wakaf oleh
Wakif atau ‘« ,{j‘u-q kepada PPAIW dimaksudkan aga#~digeraleh kepastian
fjar

keberadagn \Hdrfa-penda wakaf dan kebenaran adanya hak 65 :

wakaf dimak

o €,

Cukup J 0’ -
¢

ey

Pasal 21 \‘{
RN\
Pasal 22 %’

Cukup jela \

Pasal 23

o S <PRST <

Cukup jelas

-

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
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Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama. Yang dimaksud
dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak
penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia
yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29
Ayat (1)

Pernyataan kehendak Waki ’;
Keuangan Syariah dipidl{gfic
gan Sy fl,qu'a

Ayat (2) l:
Cukup ]el . \ 4.9
Ayat (3)
Cukug
Pasal 30 Q a‘“ f
Cukup jé&

Pasal 31 &“’

Cukup j ;K\.\

Pasal 32

ade értanahan Nasional.
C /« ain uang adalah

perwenang di bidang
500ds ) adalah

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah
instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang
wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (unregistered goods) adalah
Badan Wakaf Indonesia. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda
wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang
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berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada
negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.
Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah
instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. Instansi yang berwenang di bidang
wakaf benda bergerak selain uang ﬂ- tida tetar (unregistered goods) adalah

Badan Wakaf Indonesia. /ﬂ/»’ t
Pasal 37 ﬂ ﬁ’ﬂg/g“
l@

Cukup jelas 0\ ”:
Pasal 38

Yang di

’engan mengumumkan harta benda ‘E
memasukax
dimasukanii

ﬂ tentamm registe
\ ﬂ a ten am re

t
terpen % f blisitas dari wakaf sehingga masyarakat dap@at

0

tersebu
Pasal 39 \ “ 0

T
——
N

™0

mam. Dengan
% m, maka

akses data

~ 22

2N

Pasal 41

Cukup je
Pasal 42 lA
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif
antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi,
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kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian,
pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar
swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana
kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang
menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat
dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas ﬂ/ 44 t ’

Pasal 45 ﬂ G & _

Cukup jelas a
0 S

Pasal 46

Cukup jelg
Pasal 47

Cukup Q
Pasal 48 \

Pembe akilan Badan' Wakaf Indonesia di daerah<dilj
Badan v 51a berkonsultasi dengan pemerintah da efempat.

Pasal 49 4
Cukup ]ela

Pasal 50
Cukupjetas

Pasal 51 ‘A
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas
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Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas 7 /g t ’
Pasal 59 ﬂ ‘
Cukup jelas a l ="
(753
Pasal 60 4”
Cukup jelg ”
Pasal 61
Cukup QO’
Pasal 62 \g’
Ayat (1

Cukup jelas 09
Ayat (2) “ ”
)
oan mediasi-adala

3 il _menyel
e~
tersebut dapat \dibawa 3 ] arbi
arbitrase syariah tl‘ .‘ b&xh ‘% :

dapat dibawa Ke pengadilan agamaldan)yatatt mahkamah syariya

gketa \dengan bantuan
Rak)yang bersengketa.
engketa
al badan
a tersebut

Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
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Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas _ /ﬂ ’
Pasal 70 ﬂ ﬂ’%g’ t

Cukup jelas
\
Pasal 71 04;’

Cukup jels '
AP
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